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PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN DI
LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

. bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana korupsi di lingkungan Badan
Standardisasi Nasional, perlu melaksanakan sistem
pelaporan pelanggaran;

. bahwa untuk dapat melaksanakan sistem pelaporan

pelanggaran dengan baik dan benar, perlu menyusun
Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran
di Badan Standardisasi Nasional,

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional
tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan
Pelanggaran di Badan Standardisasi Nasional;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4635);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3995);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4450);



Menetapkan :

10.

11.

12.
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Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013;

Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012
tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi
Nasional,

Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang
Organisasidan Tata Kerja Badan Standardisasi
Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN
PELANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga
pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

2. Pegawai Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai BSN
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap
Pemerintah, tenaga lainnya termasuk tenaga rekanan yang bekerja di lingkungan

BSN.

3. Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah mekanisme penyampaian
pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan
terjadi yang melibatkan Pegawai BSN dan orang lain yang berkaitan
dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan di BSN.
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Pelapor adalah Pegawai BSN yang melaporkan perbuatan yang diduga
merupakan suatu tindak pidana korupsi yang terjadi di BSN, atau
pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas
terjadinya dugaan pelanggaran tersebut.

Tim Penerima Pelaporan Pelanggaran yang selanjutnya disingkat TPPP
adalah Tim yang bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan
pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor.

. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang

menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.

Pasal 2

Pelanggaran yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:

a.
b.

korupsi, kolusi, dan nepotisme;

penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi
dan/atau golongan; dan

gratifikasi;
BAB II
PELAPOR PELANGGARAN
Pasal 3

Pelapor yang melihat sendiri dan mengetahui adanya atau dugaan
Pelanggaran oleh Pegawai BSN, dapat menyampaikan laporan kepada
TPPP.

Pasal 4

Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai hak:

a.

@ ™o Qo0 o

memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta
bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan Laporan
yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

memberikan keterangan tanpa tekanan;

mendapatkan penerjemah;

bebas dari pertanyaan yang menjerat;

mendapatkan informasi mengenai perkembangan Laporan;
mendapat nasihat hukum; dan/atau

mendapat perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun
rasa aman.



